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BAB IV 

ANALISIS PENDAPAT MAZHAB  MA@LIKI DAN SHA@FI’I@  

TENTANG STATUS WALI WA@S{I@ DALAM PERKAWINAN 

 

 

A. Analisis terhadap pendapat Mazhab Ma@liki dan Mazhab Sha@fi’i@ tentang status 

wali wa@s{i@ dalam perkawinan 

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya tentang wali menurut Mazhab 

Ma@liki dan Mazhab Sha@fi’i@ tentang wali wa@s{i@ secara khusus. Dalam bab ini 

penulis akan menganalisis pendapat Mazhab Ma@liki dan Mazhab Sha@fi’i@ 

tentang status wali wa@s}i@. 

Perbedaan pendapat antara Mazhab Ma@liki dan Mazhab Sha@fi’i@ tentang 

status wali wa@s{i@  ini pada dasarnya dikarenakan tidak adanya penjelasan nass} } 

baik al-Qur’an maupun hadis tentang siapa saja yang berhak untuk menjadi 

wali dalam perkawinan. Mazhab Ma@liki dan Mazhab Sha@fi’i mendasarkan 

pendapat tentang perwalian pada hadis yang sama-sama diriwayatkan oleh 

sayyidah A@isyah, yang secara redaksi matan berbeda akan tetapi secara  

substansi memiliki pengertian yang sama. Mazhab Ma@liki berdasar pada hadis 

yang berbunyi: 

جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَ يِْْ عَنْ عَائِشَةَ أمُِّ الْمُؤْمِنِيَن  عَنْ أَبِ 

هَا، فإَِنْ نُكِحَ »قاَلَ:  -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسُولَ اللَّوِ  تْ لََ تُ نْكَحُ امْرأَةٌَ بِغَيِْْ إذْنِ وَليِ ِّ
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لْ  هَا، فإَِنْ اشْتَجَرُوا فاَلسُّ طاَنُ فنَِكَاحُهَا باَطِلٌ ثَلََثَ مَرَّاتٍ فإَِنْ أَصَابَ هَا فَ لَهَا مَهْرىَُا بِاَ أَصَابَ مِن ْ

 1«وَلُِّ مَنْ لََ وَلَِّ لَوُ 

Artinya: Diriwayatkan dari Abi@ Juraij dari Sulaima@n bin Musa@ dari Ibnu 

Shiha@b dari Urwah bin Zubair dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW 

berkata: tidak diperbolehkan seorang wanita menikah tanpa adanya izin 

dari walinya, apabila pasangan tersebut telah melakukan jima’ maka 

mahar sepenuhnya hak dari perempuan. Ketika ada perselisihan maka 

penguasa (hakim) adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. 

Sedangkan Mazhab Sha@fi’i@ berlandaskan pada hadis yang                                  

yang berbunyi: 

هَا اللَّوُ  رَضِيَ  ائِشَةَ عَ  عَنْ  اَ قاَلَ  أنََّوُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللُ  صَلَّى النَّبِِّ  عَنِ  عَن ْ  إِذْنِ  بِغَيِْْ  نَكَحَتْ  امْرَأةٍَ  أيُُّّ

هَا هَا، أَصَابَ  بِاَ لََاَ فاَلْمَهْرُ  بِِاَ دَخَلَ  وَإِنْ  ،( مَرَّاتٍ  ثَلََثَ ) باَطِلٌ  فنَِكَاحُهَا وَليَ ِّ  اشْتَجَرُوا فإَِنِ  مِن ْ

لْطاَنُ  ، خَرَّجَوُ « لَوُ  وَلَِّ  لََ  مَنْ  وَلُِّ  فاَلسُّ رْمِذِيُّ 2.حَسَنٌ  حَدِيثٌ : فِيوِ  وَقاَلَ  الت ِّ
 

Artinya: Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW berkata: Perempuan 

manapun yang menikah tanpa izinnya wali maka nikahnya batal, nikahnya 

batal, nikahnya batal, akan tetapi ketika pasangan tersebut telah 

melakukan hubungan suami istri maka mahar sepenuhnya hak dari 

perempuan, apabila terjadi perselisihan maka hakim menjadi solusi bagi 

orang yang tidak punya wali. Diriwayatkan oleh Atturmudhi, dan 

dikatakan sebagai hadis hasan. 

Kedua hadis tersebut baik secara tersirat maupun tersurat memiliki 

pengertian yang sama, kedua-duanya menegaskan bahwa wali merupakan 

bagian penting dari prosesi perkawinan. Sehingga ketika perkawinan yang 

dilangsungkan tanpa hadirnya wali maka nikahnya dianggap batal, 

                                                           
1
 Malik bin Anas, al-Mudawwanah, (Da@r al-Maktab al-Isla@miyah, 1994)., juz 2, 108 

2
 Muhammad bin Idri@s, al-Umm, (Beirut: Da@r el Ma’rifat, 1990) juz V, 13. 
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konsekuensi hukum yang terjadi antara kedua mempelai yaitu statusnya 

menjadi orang lain yang tidak halal. Sang istri wajib memberikan mahar yang 

diberikan suami, selama pasangan tersebut belum melakukan jima’, akan tetapi 

ketika sudah melakukan jima’ maka mahar sepenuhnya hak istri. Akan tetapi, 

dalam hadis ini tidak menjelaskan secara tersurat siapa saja yang bisa 

dijadikan sebagai wali, hanya mengakomodir perwalian hakim yang berhak 

untuk menjadi wali nikah ketika wali nikah menolak untuk menikahkan 

perempuan tersebut. Keumuman teks hadis yang membahas wali kemudian 

menjadikan para Imam Mazhab berbeda pendapat terkait siapa saja yang 

paling berhak dan mempunyai hak ijba@r dalam perkawinan. 

Imam Ma@lik berpendapat, bahwa selain budak dan ayah yang berhak 

menjadi wali mujbir, wa@s{i@ juga merupakan wali yang mempunyai hak ijba@r 

untuk menikahkan wanita yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan oleh Imam 

Ma@lik dalam kitabnya al-Mudawwanah yang artinya “pada suatu kasus Imam 

Ma@lik dimintai pendapat terkait dengan perwaliannya seorang budak 

perempuanyang telah dimerdekakan oleh majikannya, sedangkan budak 

tersebut mempunyai saudara yaitu paman, anaknya saudara perempuan, akan 

tetapi dia tidak mempunyai ayah. Maka apakah boleh mantan majikan budak  

menikahkan wanita tersebut baik ketika wanita tersebut masih perawan atau 

sudah janda? Imam Ma@lik berkata “menurut pendapat saya” apakah dari 

keluarganya bisa menikahkan wanita tersebut seketika itu juga?, karena pada 
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dasarnya menurut Imam Ma@lik bekas budak itu bisa menikahkan orang-orang 

arab dari kaumnya ketika wanita dari kaumnya tersebut satu tempat dan satu 

pendapat. Imam Ma@lik berkata: menurut pendapat saya keluarganya bisa 

menikahkan wanita tersebut ketika tidak ada ayah dan wa@s{i@.” Dari persoalaan 

yang ditanyakan kepada Imam Ma@lik ini yang kemudian menjadikan 

pengikutnya (Mazhab Ma@liki) berpendapat bahwasanya wa@s{i@ juga merupakan 

wali nikah. Tidak hanya sebagai wali nikah, pernyataan Imam Ma@lik pada 

kalimat terakhir secara jelas menempatkan wa@s{i@  sebagai wali yang 

didahulukan dari pada keluarganya. 

Penjelasan tentang landasan Imam Ma@lik tentang wali wa@s{i@ tersebut juga 

beliau jelaskan dalam kitab al-Mudawwanah yang berbunyi “Ketentuan terkait 

kewalian wa@s{i@ lebih utama daripada wali nasab yang lain didasarkan pada 

keputusan Ibnu Waha@b yang diriwayatkan dari Mu’awiyah bin Sha@lih 

bahwasanya beliau mendengar Yahya bin Sa@id berkata: Wa@s{i@ itu lebih utama 

daripada wali dalam masalah perkawinan, wa@s{i@ yang adil itu seperti ayah. 

Didukung dengan pernyataan yang diriwayatkan dari Ibnu Wahbin dari Asyhal 

bin Ha@tim dari Syu’bah dari Simak bin Harbi@ bahwasanya Suraij 

memperbolehkan wa@s{i@ menikahkan anak perempuan sedangkan wali yang lain 

mengingkarinya. Laist bin Sa’din juga sependapat dan menyatakan  ََالْوَصِيُّ أوَْل

 Maka dengan pernyataan Imam Ma@lik tersebut bisa dianalisis bahwa ”.مِنْ الْوَلِّ 
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dalam hal status wali wa@s{i@  ini beliau berlandaskan pada fatwa dari beberapa 

sahabat yaitu Yahya bin Sa@id, Suraij dan juga Laist bin Sa’din. Sebagaiamna 

telah dijelaskan dalam metode istinbat hukum Imam Ma@lik, Imam Ma@lik 

menjadikan qaul sahabi (fatwa sahabat) sebagai metode dalam pengambilan 

hukum, karena Sahabat memiliki keistimewaan dalam keilmuan dibanding 

generasi sesudahnya.  

Pengikut Imam Ma@lik selain berdasar pada fatwa sahabat tersebut, juga 

beralasan bahwasanya ketika wakil dalam pernikahan itu diperbolehkan, maka 

wa@s}i juga hukumnya boleh. Tidak ada perbedaan antara wakil dan wa@s{i@, hanya 

saja wa@si}@ merupakan wakil setelah meninggalnya ayah, sedangkan wakil ketika 

masih hidup dan perwakilan putus ketika orang yang mewakilkannya itu 

meninggal. 

Berbeda dengan Mazhab Sha@fi’i@ yang mengacu pada fatwa Imam Sha@fi’i@, 

ulama’ Mazhab Sha@fi’i@ sendiri tidak mengakomodir wali dalam hal 

menikahkan perempuan. Hal ini ditegaskan oleh Imam Sha@fi’i@ dalam kitabnya 

al-Umm yang berbunyi:  

بِّ واَانَ لََاَ اوَْصِيَاُ  لََْ يَكُنْ اْلَوْصِيَاُ  وُلََة نِكَاٍ  وَلََ وُلََةَ وَ اِذَا لََْ يَكُنْ لََاَ قَ راَبةٌَ مِنْ قِبَلِ الَْ 
راَثٍ   مِي ْ

Artinya: “Ketika seorang perempuan tidak mempunyai kerabat dari 

golongan ayah, akan tetapi masih ada golongan wa@s{i@, maka wa@s{i@ tidak bisa 

menjadi wali nikah dan wali dalam hal warisan. Dari pernyataan tersebut 

Imam Sha@fi’i@ menjelaskan akan status wa@s{i@ ketika tidak ada kerabat dari 

keluarga yang menjadi wali. Dalam kondisi seperti itupun Imam Sha@fi’i@ 
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tidak memperbolehkan wa@s{i@ untuk menikahkan anak perempuan yang 

akan menikah.” 

Imam Sha@fi’i@ memberikan argumen secara jelas dalam permasalahan wa@s{i@ 

sebagai wali dalam pernikahan di bab berikutnya dalam kitab yang sama, yaitu 

bab wisa@ya@. Imam Sha@fi’i@ berpendapat bahwa apa yang difirmankan oleh Allah 

SWT tentang wali, dan hadis Rasul yang berbunyi “wanita manapun yang 

menikah tanpa adanya wali maka nikahnya batal”, karena mengacu pada 

Isha@rah Nas}h3
. Dengan menganalisis ayat al-Qur’an yang berbunyi;  

اتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَبَ نَاتُ الخِ وَبَ نَاتُ الخْ  هَاتُكُمْ وَبَ نَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّ تِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّ

هَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَباَئبُِكُمُ ال هَاتُكُمُ اللَتِ أرَْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأمَُّ لَتِ فِ حُجُوراُِمْ وَأمَُّ

ائِكُمُ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَتِ دَخَلْتُمْ بِِِنَّ فإَِنْ لََْ تَكُونوُا دَخَلْتُمْ بِِِنَّ فَلَ جُنَاَ  عَلَيْكُمْ وَحَلَئِلُ أبَْ نَ 

 (٣٢اَانَ غَفُوراً رَحِيمًا )الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَنْ تََْمَعُوا بَ يْنَ الخْتَ يْنِ إِلَ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّوَ  

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu 

yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 

bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang 

menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu 

(mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang 

telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu 

(dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan 

diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan 

menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, 

kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. 

                                                           
3
 Yang dimaksud Isha@rah Nas}h menurut Abdul Wahab Khalaf adalah makna yang tidak segera 

dipahami dari lafadznya dan tidak dimaksudkan oleh susunan kata, akan tetapi hanya makna biasa 

dari makna yang dapat segera dipahami dari kata-katanya.    
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Dan dianalisis melalui metode qiyas dengan menyamakan illat hukmi antara 

ayat tersebut dengan orang yang berhak menjadi wali, untuk mengetahui illat 

tersebut dilakukan dengan cara as-Sabru wa Taqsi@m4
 meneliti sifat-sifat yang 

terdapat pada kejadian itu dan memilih diantara sifat-sifat itu yang patut 

dijadikan illat hukmi. Sehingga ditemukan sebuah kesamaan sifat antara orang 

yang berhak menjadi wali dengan orang yang haram dinikahi. Karena pada 

daarnya orang-orang yang berhak menjadi wali adalah orang-orang yang tidak 

boleh dinikahi. Kemudian dengan pendekatan mafhu@m mukha@lafah5  para 

ulama’ berpendapat bahwa orang-orang yang disebutkan dalam ayat diatas 

adalah wali, karena wali dalam pernikahan dikhitabkan kepada perempuan 

maka dalam memahami ayat diatas menggunakan logiks terbalik. sehingga 

yang termasuk wali adalah ayah, kakek, dalam hal ini tidak ada seorangpun 

yang berbeda pendapat bahwasanya yang dimaksud wali adalah as}abah, dan 

anak serta golongan paman dari pihak ibu tidak termasuk dari kategori wali. 

Sehingga ketika seorang yang dianggap wali bukan dari golongan as}abah maka 

seorang wa@s}i @pun tidak berhak untuk menjadi wali baik bagi perempuan yang 

perawan ataupun janda. Ada suatu pendapat yang menyatakan bahwa 

diperbolehkan menikahinya wa@s{i@yulabi kepada perempuan yang masih 

                                                           
4
 Cara ini biasanya digunakan ketika nas}s} shar’i perihal hukum yang tidak ditemukan nas}s} atau ijmak 

yang menunjukkan illatnya. 
5
 mafhu@m mukha@lafah adalah arti yang ditunjuk dengan lafadz bertentangan dengan lafadz yang 

didiamkan. 
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perawan secara khusus, bukan menjadi wali bagi wanita tersebut. Hal tersebut 

didasarkan pada alasan Imam Sha@fi’i@ yang berpendapat bahwa ketika seorang 

meninggal, maka secara otomatis perwakilannya terputus.  

Menurut Imam Sha@fi’i@  wa@s}i@ tidak bisa disamakan dengan wakil (taukil 

wali) dalam pernikahan. Hal itu disebabkan karena status wakil akan putus 

ketika orang yang mewakili sudah meninggal. Ketika ada yang berpendapat 

diperbolehkannya wasiat untuk menjadi wali dengan alasan mayit itu masih 

bisa menjadi wali, maka perlu diketahui sebagai argumentasi pendapat 

tersebut bahwasanya seorang mayit tidak bisa menjadi wali bagi orang yang 

masih hidup, sehingga ketika seorang mati hak perwaliannya berpindah kepada 

saudara yang lebih dekat kekerabatannya. 

Dari beberapa keterangan yang telah disebutkan. Penulis menemukan titik 

perbedaan pendapat dari kedua Mazhab ini. Mazhab Ma@liki berlandaskan pada 

qaul sah}a@bi@  serta menganalogikan wali wa@s{i@ dengan praktek taukil wali 

sehingga berpendapat bahwa wa@s{i@ termasuk wali dalam perkawinan dan 

kedudukannya sama seperti ayah.  sedangkan Mazhab Sha@fi’i@ menggunakan 

pendekatan pemahaman teks yaitu isha@rah nash dan menganggap aqad wasiat 

ayah kepada seseorang untuk menikahkan sama dengan akad taukil, sehingga 

ketika ayah meninggal wasiat untuk menikahkan tersebut putus dan secara 

otomatis berpindah kepada kerabat perempuan tersebut. Sehingga Mazhab 

Sha@fi’i@ tidak menjadikan wa@s{i@ sebagai wali dalam perkawinan. Implikasi 
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hukumnya ketika wa@s{i@  menikahkan seorang perempuan maka nikahnya batal. 

Ditinjau dari landasan dan alasan kedua Mazhab, penulis sendiri lebih 

cenderung setuju dengan pendapatnya Mazhab Ma@liki bahwa wa@s{i@ berhak 

menjadi wali dalam perkawinan 

 

B. Analisis persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Ma@liki  dan Mazhab 

Sha@fi’i@ tentang ketentuan perwalian khususnya status wali wa@s{i@ dalam 

perkawinan. 

  

Dari beberapa data yang telah penulis kumpulkan maka pada dasarnya 

antara mayoritas pengikut Mazhab Ma@liki dan Mazhab Sha@fi’i@ berbeda 

pendapat terkait dengan sikap mereka terhadap status wali wa@s{i@ hanya saja 

terdapat pendapat Abu@ Tsaur yang berpendapat bahwa wa@s{i@ berhak untuk 

menjadi wali dan menikahkan seorang perempuan, sebagaimana pendapat 

Mazhab Ma@liki.  

Persamaan yang lain yaitu tentang landasan hadis tentang peran wa@s{i@ yang 

diriwayatkan Abdulla@h bin Umar yang berbunyi: 

 رُوِىَ عَبْدُ الِل بْنِ عُمَرَ قاَلَ: زَوَّجَنِِْ خَالِْ قَدَامَةَ بْنِ مَظْعُونَ ابِْ نَةَ أَخِيوِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُون،»مَا 

الِ، فَمَالَتْ إلِيَْوِ، فَذَىَبَتْ أمُُهَا إلَ النب فَ 
َ

غِيَْةُ بنِ شٌعبَةَ إِلََ أمُِهَا، فأََرْغَبَ هَا فِ الم
ُ

صَلَّى  -مَضَى الم

للَّوُ صَلَّى ا -وَقاَلَتْ: إِنَ ابِْ نَتِِ تَكْرهَُ ذَلِكَ. فَمَضَى قَدَامَةُ بنِ مَظْعُونَ إِلََ النب  -اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ 
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وَقاَلَ: أنَاَ عَمُهَا وَوَصِيُ أبَيِهَا، وَقَدْ زَوَجْتُ هَا من عَبْدَ الِل بن عُمَرَ، وَمَا نَ قَمُوا مِنوُ إِلََ  –عَلَيْوِ وَسَلَّمَ 

 نكَحُ إٍلََ بإِِذنِِاَ: " إِنَ هَا يتَِيمَةُ، وَإِنَ هَا لََ تُ -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  -أنَوَُ لََ مَالَ لَوُ، فَ قَالَ النب 

Artinya: Diriwayatkan dari Abdilla@h bin Umar : bahwasanya saya telah 

dinikahkan Qadamah bin Matghu@n dengan anak perempuan dari 

saudaranya yaitu Uthman bin Mat}ghun, sampai kemudian Mughi@roh bin 

Shu’bah mendatangi istrinya Uthman bin Mat}ghun dan membuat istri 

Uthman bin Mat}ghun cenderung lebih menyukai dan setuju jika anaknya 

dinikahkan dengan Mughiroh karena secara ekonomi Mughi@roh lebih kaya, 

Kemudian istri usman pergi kepada nabi dan menceritakan perihal 

tersebut kepada nabi dan menyatakan bahwasanya anaknya juga kurang 

senang terhadap perjodohan tersebut. Qadamah bin mat}ghun pun 

kemudian pergi kepada nabi dan berkata: saya pamannya dan orang yang 

diwa@s}i@@ati ayahnya, dan saya nikahkan anak saudara tersebut kepada 

Abdullah bin Umar yang tidak mempunyai cela kecuali memang kurang 

dalam masalah ekonomi. Kemudian nabi menjawab: “sungguh anak 

tersebut adalah anak yang yatim, dan tidak boleh dinikahkan kecuali atas 

izin darinya.”  

Hadis ini sama-sama dijadikan sebagai landasan awal dalam menetapkan 

pendapat dari kedua Mazhab. Akan tetapi kemudian kedua Mazhab ini berbeda 

pendapat dalam menginterpretasikan hadis ini sehingga mereka berbeda 

pendapat tentang status wali wa@s{i@. 

Dalam menganalisis hadis di atas Mazhab Sha@fi’i@ berpendapat 

bahwasanya nabi mengatakan: “tidak boleh dinikahkan kecuali atas izinnya, 

sedangkan Qudamah sendiri telah menyatakan bahwasanya dirinya adalah wa@s{i@ 

dari ayahnya, akan tetapi nabi tidak bertanya apakah ayahnya juga berwasiat 

untuk menikahkanya ataupun tidak, ataupun ayah sudah menjelaskan calon 

suami kepada wasiat atau belum. Sehingga bisa ditarik kesimpulan, jika 
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hukumnya tidak seperti itu (wa@s{i@ boleh menikahkan) tentu nabi akan 

mempertanyakannya. Dan perlu diketahui bahwasanya hak untuk menjadi wali 

dalam perkawinan sudah ditetapkan dalam syara’, maka tidak boleh 

memindahkan hak tersebut kepada wa@s{i@, seperti berwasiat kepada orang untuk 

mengurusi anak kecil sedangkan kakeknya masih hidup. lafaz  “  ،ُإِنَ هَا يتَِيْمَة "

 dipahami sebagai sebuah indikasi akan perbedaan status وَإِنَ هَا لََ تنُكَحُ إِلََ بإِِذْنِِاَ

ayah dan wa@s{i@. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya ayah 

mempunyai hak ijba@r bagi anak yang masih perawan, sehingga ketika wa@s{i@ 

menempati posisinya ayah maka dia berhak untuk menikahkan anak 

perempuan tersebut tanpa harus izin terlebih dahulu. 

Ulama’ yang menjadikan wa@s{i@  sebagai wali juga menjadikan hadis ini 

sebagai dasar pendapat mereka. Karena jika ditinjau dari kasus yang ada, hadis 

ini adalah contoh perwalian yang dilakukan oleh wa@s{i@  dimana wa@s{i@ 

menikahkan anak perempuan dan Rasulullah SAW tidak mengingkari hal 

tersebut. Titik tekan hadis ini terletak pada kata yati@mah dan mengandung 

pengertian bahwa wali harus meminta izin ketika akan menikahkan anak yatim 

yang masih kecil. 

Sehingga didukung dari beberapa metode istinba@t} hukum Imam Ma@lik 

yang lain seperti qaul sah}a@bi dan analogi antara wakil nikah dengan wasiat 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   75 

 

untuk menikahkan Mazhab Ma@liki beranggapan bahwasanya wali wa@s{i@ 

kedudukannya seperti ayah, sehingga wali wa@s{i@ mempunyai hak ijba@r dan 

statusnya didahulukan daripada wali nasab yang lain. Hanya majikan, ayah dan 

wa@s{i@ yang dikategorikan sebagai wali mujbir. Pada dasarnya Imam Ma@lik dan 

pengikutnya tidak mewajibkan adanya runtut dalam perwalian. Wali selain 

yang dikategorikan sebagai wali mujbir berwenang untuk menikahkan 

perempuan yang bersangkutan secara fakultatif. Artinya walaupun masih ada 

wali yang lebih dekat  kekerabatanya, bagi wali yang secara kekerabatanya 

jauh masih diperkenankan untuk menjadi wali bagi perempua tersebut. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya Imam Ma@lik 

memberikan penjelasan terkait urutan wali ghoiru mujbir yaitu: anak, anak, 

ayah, saudara seayah dan seibu, anak saudara seayah dan seibu, anaknya 

saudara seayah, kakek, paman, anak paman, ayahnya kakek, paman seayah 

anak paman seayah, kemudian pamannya kakek dan anaknya pamannya kakek. 

Sedangkan Imam Sha@fi’i@ beranggapan bahwasanya wa@s{i@  tidak termasuk 

dari wali yang boleh menjadi wali bagi perempuan yang akan menikah, karena 

yang dianggap sebagai wali nikah oleh Imam Sha@fi’i@ yang kemudian diikuti 

oleh pengikutnya adalah golongan as}obah dan juga kerabat lain. Oleh karena 

itu wa@s{i@ yang boleh menjadi wali adalah wa@s{i@ yang dari pihak keluarga atau 

masih dari golongan kerabat. Orang yang berhak menjadi wali mujbir  menurut 

Imam Sha@fi’i@ adalah ayah dan kakek, hal itu karena menurut beliau ayah dan 
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kakek ini adalah orang yang paling tahu terkait urusan anak perempuan 

tersebut. Imam Sha@fi’i@ mewajibkan adanya urutan yang runtut dalam 

perwalian ini. Sehingga ketika masih ada wali yang lebih dekat kekerabatnya  

maka tidak diperkenankan mendahulukan wali yang lain. Imam Sha@fi’i@ tidak 

menjadikan anak sebagai wali, karena menurut Mazhab Sha@fi’i@, antara anak 

dan ibu tidak ada hubungan secara langsung dalam nasab, nasabnya seorang 

anak kepada ayahnya.    

 

 

 


